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Abstrak
 

Migrasi merupakan komponen penting dalam pertumbuhan pasar tenaga kerja, dan migran baru merupakan

kontributor utama terhadap pertumbuhan lapangan kerja di pasar tenaga kerja Australia. Kebijakan

Australian Labour Party (ALP) dalam perubahan Migration Act tahun 2023 berfokus pada pembatalan visa

dan perlindungan hukum bagi buruh migran. Masalah utama yang dihadapi adalah eksploitasi dan

kerentanan buruh migran akibat sistem visa yang tidak adil. Menggunakan teori demokrasi deliberatif oleh

Joshua cohen, analisis dilakukan terhadap peran ALP dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap

kebutuhan buruh migran. Metode yang digunakan melibatkan analisis dokumen kebijakan dan studi kasus,

termasuk kasus pencabutan visa dan eksploitasi buruh migran. Temuan memperlihatkan bahwa ALP

menunjukkan komitmen Demokrasi deliberatif menurut Cohen yang bersifat inklusif dan publik, dimana

tidak ada yang dikecualikan termasuk pihak yang dapat terkena dampak keputusan memiliki peluang yang

sama untuk ikut serta. ALP menunjukkan komitmen ini melalui kebijakan mereka dalam Migration

Amendment (Strengthening Employer Compliance) Bill 2023. Penelitian ini menunjukan bahwa partai

politik melalui kebijakannya menjadi gambaran suara masyarakat mayoritas karena fungsinya sebagai

perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan resmi.

Kebijakan ALP berhasil mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia melalui

perubahan legislatif yang meningkatkan kepatuhan pengusaha dan perlindungan hukum bagi buruh migran.

...... Migration is an important component of labor market growth, and new migrants are a major contributor

to employment growth in the Australian labor market. The Australian Labor Party (ALP) policy in changing

the Migration Act in 2023 focuses on visa cancellation and legal protection for migrant workers. The main

problem faced is the exploitation and vulnerability of migrant workers due to an unfair visa system. Using

the theory of deliberative democracy by Joshua Cohen, analysis was carried out on the role of the ALP in

formulating policies that are responsive to the needs of migrant workers. The methods used involve analysis

of policy documents and case studies, including cases of visa revocation and exploitation of migrant

workers. The findings show that the ALP shows a commitment to deliberative democracy according to

Cohen which is inclusive and public, where no one is excluded, including parties who can be affected by

decisions, have equal opportunities to participate. The ALP shows this commitment through their policy in

the Migration Amendment (Strengthening Employer Compliance) Bill 2023. This research shows that

political parties through their policies become the voice of the majority community because of their function

as intermediaries connecting social forces and ideologies with official government institutions. ALP policies

successfully reflect a commitment to social justice and human rights through legislative changes that

increase employer compliance and legal protection for migrant workers.
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